
 
WALIKOTA PONTIANAK 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

 

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK 

NOMOR  87  TAHUN 2020 

 

TENTANG 

 

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK  

TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DI KOTA PONTIANAK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

  

WALIKOTA PONTIANAK, 

 

Menimbang : a. bahwa program Konfirmasi Status Wajib  Pajak  merupakan 

pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang 

Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan 

Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, 

menyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara 

pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak terhadap 

pemenuhan kewajiban Pajak Daerah oleh Pemerintah Daerah 

diatur dengan Peraturan Walikota; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status 

Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak di Kota 

Pontianak; 

Mengingat        : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah 

Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 

dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2756); 



 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan  Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun  2009  tentang  Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 

tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4724); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6215); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 

tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian 

Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

 

8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Pontianak Nomor 149); 

 

Memperhatikan: Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi 

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; 

 

 

 

 

 

 

 



MEMUTUSKAN: 

Menetapkan     : PERATURAN      WALIKOTA    TENTANG      TATA      CARA 

PELAKSANAAN KONFIRMASI    STATUS    WAJIB    PAJAK 

TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DI KOTA 

PONTIANAK. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM  

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Walikota  ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Pontianak. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah 

Daearah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Kota Pontianak. 

3. Walikota adalah Walikota Pontianak.  

4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah. 

5. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan 

yang dilakukan oleh Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk 

memperoleh keterangan status Wajib Pajak.  

6. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah 

Daerah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan KSWP atas 

layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah. 

7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disebut KPP Pratama 

adalah Unit Vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak.  

8. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah BKD Kota 

Pontianak. 

9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak. 

10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada 

Daerah yang terutang oleh orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan diginakan untuk keperluan Daerah. 

11. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut 

PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai 

dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang 

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 

12. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame. 

13. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air 

tanah. 

14. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 

15. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. 

16. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 

 

 



17. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan 

pengambilan mineral bukan logam dan batuan bail dari sumber alam di dalam 

dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 

18. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan 

jalan oleh orang pribadi atau Badan baik yang disediakan berkaitan dengan 

pokok usaha atau yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyedian 

tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi yang memungut bayaran. 

19. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB 

adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau 

bangunan. 

20. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah kepada 

masyarakat. 

 

BAB II 

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

 

Maksud disusunnya Peraturan Walikota  ini  adalah sebagai pedoman dalam 

pelayanan KSWP. 

Pasal 3 

 

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah: 

a. untuk mengoptimalkan dana bagi hasil pajak; 

b. untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah; dan 

c. untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. 

 

Pasal 4 

 

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi: 

a. jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP; 

b. tata cara pelaksanaan KSWP;  

c. pembinaan; dan  

d. ketentuan penutup. 

 

BAB III 

JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN KSWP 

Pasal 5 

 

(1) Jenis  Layanan  Publik  Tertentu  yang  dilakukan  Keterangan  Status  Wajib 

Pajak antara lain meliputi: 

a. izin usaha sektor ketenagalistrikan; 

b. izin usaha sektor pertanian; 

c. izin usaha sektor lingkungan hidup dan kehutanan; 

d. izin usaha sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat; 

e. izin usaha sektor kelautan dan perikanan; 

f. izin usaha sektor kesehatan; 

g. izin usaha sektor obat dan makanan;  

h. izin usaha sektor perindustrian; 

i. izin usaha sektor perdagangan; 

j. izin usaha sektor perhubungan; 



k. izin usaha sektor komunikasi dan informatika; 

l. izin usaha sektor pariwisata; 

m. izin usaha sektor Pendidikan dan kebudayaan; 

n. izin usaha sektor ketenagakerjaan; 

o. izin usaha sektor kepolisian; dan 

p. izin usaha sektor perkoperasian  dan usaha mikro, kecil, menengah. 

 

(2) Untuk izin usaha sektor ketenagalistrikan, izin usaha sektor kelautan dan 

perikanan, izin usaha sektor kepolisian sebagiamana dimaksud ayat (1) huruf a, 

huruf e dan huruf o adalah izin-izin yang merupakan wewenang Pemerintah Kota 

Pontianak.  

(3) Pelayanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

setelah wajib pajak mendapatkan keterangan status wajib pajak dengan status 

valid. 

 

BAB IV 

TATA CARA PELAKSANAAN KSWP 

Pasal 6 

 

(1) Setiap Orang atau Badan yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di 

Daerah wajib memiliki status wajib pajak atau nomor pokok wajib pajak di 

Daerah. 

(2) Wajib Pajak dinyatakan valid apabila sudah memenuhi ketentuan perpajakan 

yang dapat diketahui melalui sistem aplikasi KSWP. 

(3) Apabila Wajib Pajak dinyatakan tidak valid dari sistem aplikasi KSWP, maka 

harus melakukan konfirmasi ke KPP Pratama dan/atau BKD. 

 

                                                     Pasal 7 

 

(1) BKD melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah kepada 

Wajib Pajak sebelum memberikan keterangan status Wajib Pajak. 

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari data pembayaran 

Pajak Daerah meliputi: 

a. pembayaran PBB-P2 (termasuk piutang pajak dan denda); 

b. pembayaran Pajak Reklame, Air Tanah, Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, 

(termasuk piutang pajak dan denda); dan 

c. pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan. 

 

Pasal 8 

 

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan layanan publik tertentu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melakukan KSWP sebelum memberikan layanan 

publik tertentu. 

(2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi 

aplikasi yang telah disediakan. 

(3) Penyediaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak dan/atau BKD. 

 

 

 



BAB V 

PEMBINAAN 

Pasal 9 

 

(1) Pembinaan pelaksanaan KSWP dilaksanakan oleh KPP Pratama dan/atau BKD 

dalam konsultasi, monitoring dan evaluasi. 

(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 

 

BAB VI 

 KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

 

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 

2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap 

Pemenuhan Kewajiban Pajak di Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 

2020 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 11 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak. 

 

 
Ditetapkan di Pontianak 

pada tanggal  23 Desember 2020                                                            

 

WALIKOTA PONTIANAK, 

 

                  ttd 

 

 EDI RUSDI KAMTONO 

 

Diundangkan di Pontianak  

pada tanggal 23 Desember 2020                                                                                         

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, 

 

                            ttd 

 

              MULYADI 

 

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 NOMOR  


